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ABSTRACT

This research is based failure of leadership in Jember district in the implementation of
bureaucratic reform. Therefore, this study investigates what factors are the cause of this
failure and then try to build models of effective leadership in implementing the reform of
the bureaucracy. The research method is qualitative method. This study found a massive,
that there is a strong will that leadership in Jember district to implement reform of the
bureaucracy can be seen from the product and declaring local regulations regarding
institutional strengthening, empowering the communities - poverty alleviation, and public
service. However, in the implementation of a failure, seen enough and 72% of civil
servants are not happy over and over 90% of the people enough and less satisfied with the
leadership in the district of Jember. Failure of leadership in implementing bureaucratic
reform in Jember district was not caused by a factor of capability, quality leadership.
However, this failure is more influenced by the dependence of political economy a top
leader at the district level because the process of recruitment and leadership system
characterized by high political and economic costs. A leader is not autonomous in policy
making and implementation, because funders and parties involved in it. A theoretical
model of leadership that is able to effectively implementation the reform of the
bureaucracy and would be a public service-based leadership. Public service-based
leadership was marked by visionary character, ideals, social skills, multicultural
intelligence, spiritual intelligence, participatory and democratic. But the quality of
leadership at the top would be redundant if the political process is still characterized by
high economic cost of the election which created the political economic dependence. For
the case of failure of Jember district leadership in implementing bureaucratic reform
influenced the high economic costs in the political process. Therefore there should be
regulations governing the elections cheap, do political education to the community, public
control, and law enforcement.

Keywords: Leadership, bureaucratic reform, high cost economic, Jember district.

Pendahuluan

Reformasi merupakan proses perubahan
yang bertujuan untuk mencapai tata kehi-
dupan berbangsa dan bernegara yang lebih
baik dari kondisi sebelumnya. Menurut Ima-
wan (2006), reformasi lebih terfokus pada to
change without destroying; to change while
preserving. Perubahan di bidang tata kepe-
merintahan identik dengan istilah reformasi
birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan satu
upaya mewujudkan pelaksanaan kepemerin-

tahan yang baik. Birokrasi sebagai organisasi
formal memiliki kedudukan dan cara kerja
yang terikat dengan peraturan, memiliki kom-
petensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki
semangat pelayanan publik, pemisahan yang
tegas antara milik organisasi dan individu,
serta sumber daya organisasi yang tidak bebas
dari pengawasan eksternal.

Di Indonesia proses reformasi diperlukan
adanya kehendak bersama, tujuan yang sama,
persepsi yang sama dan adanya action plan



yang sama. Reformasi birokrasi sangat me-
merlukan kemampuan seorang pemimpin dan
sumber daya aparatur untuk memberikan
tanggapan atau responsif terhadap berbagai
tantangan secara akurat, bijaksana, adil dan
efektif. Pentingnya peran pemimpin, karena
reformasi birokrasi di Indonesia sangat ter-
gantung siapa pemimpin Yyang berkuasa.
Sebagus apa pun sistem yang diterapkan
sangat bergantung kepada siapa pejabat yang
memimpin instansi atau departemen. Abi-
manyu (2010) mengatakan reformasi birokrasi
di bawah kepemimpinan yang jujur, tegas, dan
visioner merupakan syarat penting dalam
mengubah cara pikir birokrat.

Pelaksanaan otonomi daerah bergantung
pada banyak faktor, antara lain kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat
diamati dari kemampuan profesionalitas sesuai
dengan bidang tugasnya. Para administrator
harus berkualifikasi SDM yang handal, jujur,
bersemangat, berloyalitas tinggi dan disiplin.
Di era Otonomi daerah menuntut adanya
keterbukaan, akuntabilitas, ketanggapan, dan
kreativitas dari segenap aparatur negara (Rah-
man, 2000:151). Dalam konteks ini, peran
kepemimpinan sangat dibutuhkan.

Tuntutan otonomi daerah juga menghen-
daki adanya kemampuan pimpinan dalam
meningkatkan kemandirian daerah, pengem-
bangan kebersamaan antara semua elemen
masyarakat, peningkatan kualitas dalam ko-
munikasi dan sikap, berusaha melakukan
pengurangan pemborosan, menciptakan kepu-
asan kerja, penurunan pembiayaan yang di-
anggap kurang bermanfaat, mendorong pe-
ningkatan produktivitas masyarakat di semua
sektor kehidupan usaha, peningkatan suasana
kerja yang kondusif, mendorong ketertibatan
pegawai dalam setiap aktivitas kerja secara
maksimal, meningkatkan partisipasi masyara-
kat dalam setiap pembangunan.

Tinjauan Pustaka

Teori dan konsep administrasi negara ber-
kembang pesat, terutama munculnya para-
digma New Public Management (NPM) pada
permulaan 1990 yang kemudian disusul oleh
New Public Service (NPS) tahun 2000an.
Karya Janet V. Denhardt dan Robert B. Den-
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hardt berjudul The New Public Service: Ser-
ving, not Steering dapat digunakan untuk
mengenali perkembangan paradigma adminis-
trasi negara klasik sampai administrasi negara
kontemporer. Kemunculan buku tersebut men-
dapat respon yang positif dari kalangan cendi-
kiawan administrasi negara karena dianggap
mampu memberikan perspektif alternatif da-
lam memandang administrasi negara.

Akar dari NPS dapat ditelusuri dari ber-
bagai ide tentang demokrasi yang pernah
dikemukakan Dimock, Dahl dan Waldo. NPS
berakar dari beberapa teori, yaitu :

1. Teori tentang demokrasi kewarganegaraan;
perlunya pelibatan warga negara dalam
pengambilan kebijakan dan pentingnya
deliberalisasi untuk membangun solidari-
tas dan komitmen guna menghindari kon-
flik.

2. Model komunitas dan masyarakat sipil;
akomodatif terhadap peran masyarakat
sipil dengan membangun social trust, ko-
hesi sosial dan jaringan sosial dalam tata
pemerintahan yang demokratis.

3. Teori organisasi humanis dan administrasi
negara baru; administrasi negara harus
fokus pada organisasi yang menghargai
nilai-nilai kemanusiaan (human beings)
dan respon terhadap nilai-nilai kemanusia-
an, keadilan dan isu-isu sosial lainnya.

4. Administrasi negara post modern; mengu-
tamakan dialog (dirkursus) terhadap teori
dalam memecahkan persoalan publik dari-
pada menggunakan one best way perspec-
tive.

Munculnya NPS mencoba mengartikulasi-
kan berbagi teori dalam menganalisis persoa-
lan-persoalan publik. Dilihat dari berbagai
aspek, menurut Denhardt dan Den-hardt para-
digma NPS memiliki perbedaan karakteristik
dengan OPA dan NPM.

Osborne dan Gaebler, Denhardt dan Den-
hardt juga merumuskan prinsip-prinsip NPS
yang memiliki diferensiasi dengan prinsip-
prinsip OPA dan NPM. NPS mengajak peme-
rintah untuk:

1. Melayani masyarakat sebagai warga nega-
ra, bukan pelanggan; melalui pajak yang
mereka bayarkan maka warga negara ada-
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lah pemilik sah (legitimate) negara bukan
pelanggan.

2. Memenuhi kepentingan publik; kepenting-
an publik seringkali berbeda dan kom-
pleks, tetapi negara berkewajiban untuk
memenuhinya. Negara tidak boleh melem-
par tanggung-jawabnya kepada pihak lain
dalam memenuhi kepentingan publik.

3. Mengutamakan warga negara di atas kewi-
rausahaan; kewirausahaan itu penting, teta-
pi warga negara berada di atas segala-gala-
nya.

4. Berpikir strategis dan bertindak demokra-
tis; pemerintah harus mampu bertindak
cepat dan menggunakan pendekatan dialog
dalam menyelesaikan persoalan publik.

5. Menyadari komplekstitas akuntabilitas;
pertanggungjawaban merupakan proses
yang sulit dan terukur sehingga harus
dilakukan dengan metode yang tepat.

6. Melayani bukan mengarahkan; fungsi
utama pemerintah adalah melayani warga
negara bukan mengarahkan.

7. Mengutamakan kepentingan masyarakat
bukan produktivitas; kepentingan masyara-
kat harus menjadi prioritas meskipun ber-
tentangan dengan nilai-nilai produktivitas.
NPS merupakan paradigma yang relatif

baru dalam kajian administrasi negara. NPS
berakar dari teori demokrasi kewargaan, mo-
del komunitas dan masyarakat sipil, teori
organisasi humanis dan administrasi negara
baru serta administrasi negara postmodern.
NPS memiliki perbedaan karakteristik dengan
OPA dan NPM. NPS berusaha menutupi ke-
kurangan-kekurangan pada paradigma OPA
dan NPM dengan menawarkan sejumah opsi.
Inti dari paradigma NPS adalah mereposisi
peran negara dan pemerintah dalam membe-
rikan pelayanan kepada masyarakat. Namun
NPS sendiri alpa dalam mengkaji landasan
filosofis-ideologis NPM sehingga NPM berbe-
da dengan NPS. NPS menawarkan alternatif
baik tradisional dan yang kini dominan model
managerialist manajemen publik. Ini alternatif
yang dibangun atas dasar eksplorasi teoretis
dan praktis inovasi di lembaga-lembaga pu-
blik. Hasilnya, sebuah model normatif, seban-
ding dengan model seperti lainnya.

Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi ingin mengadakan pe-
rubahan dalam berbagai sendi kehidupan agar
mampu mengangkat harkat dan martabat
bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang bersih,
berwibawa, dan mandiri. Ini menjadi sebuah
mimpi ketika reformasi tidak mampu mencip-
takan iklim yang kondusif dengan memupuk
aparatur birokrasi, baik eksekutif maupun
legislatif yang bermental buruk dan hanya
mementingkan kepentingan pribadi.

Kata reformasi masih menjadi idola atau
primadona yang didambakan perwujudannya
oleh masyarakat Indonesia yang diarahkan
pada terwujudnya efisiensi, efektivitas, dan
clean government. Reformasi diarahkan pada
perubahan masyarakat termasuk didalamnya
masyarakat birokrasi, yaitu perubahan ke arah
kemajuan. Perubahan masyarakat diarahkan
pada development (Susanto, 180). Karl Mann-
heim (dalam Susanto) menjelaskan perubahan
masyarakat adalah berkaitan dengan norma-
normanya. Development adalah perkembangan
yang tertuju pada kemajuan keadaan dan
hidup anggota masyarakat, dimana kemajuan
kehidupan ini akhirnya juga dinikmati oleh
masyarakat. Perubahan masyarakat dijadikan
sebagai peningkatan martabat manusia, sehi-
ngga hakekatnya perubahan masyarakat ber-
kait erat dengan kemajuan masyarakat. Dilihat
dari aspek perkembangan masyarakat ma-
ka terjadilah keseimbangan antara tuntutan
ekonomi, politik, sosial dan hukum, keseim-
bangan antara hak dan kewajiban, serta kon-
sensus antara prinsip-prinsip dalam masyara-
kat (Susanto: 185-186).

Kepemimpinan Publik

Kepemimpinan publik dalam manajemen
pemerintahan (public management) telah ber-
kembang sangat kompleks, sehingga perlu
reformasi dalam menghadapi perubahan kea-
nekaragaman yang terus berkembang. Banyak
negara melakukan langkah-langkah reformasi
manajemen pemerintahan dengan mendorong
tanggungjawab pembuatan keputusan dari ba-
wahan (responsibility for decision making
downward) meningkatkan penggunaan sektor
privat untuk memberi pelayanan publik dan



konsentrasi lebih besar pada kualitas pelaya-
nan yang diberikan kepada warga negara seba-
gai pelanggan (Kim, 1997:7).

Reformasi kepemimpinan publik dalam
manajemen publik (pemerintahan) sangat di-
perlukan, mengingat pemerintah sudah saatnya
digerakkan berdasarkan visi bukan hanya ber-
dasarkan peraturan (regulasi). Kepemimpinan
yang visioner akan menyelamatkan dari kebu-
taan arah yang dapat menyesatkan. Bagi se-
orang pemimpin, visi adalah cahaya yang
membimbing dan kekuatan yang mendorong
pemerintahan. Setiap pemimpin membentuk
visi dengan caranya masing-masing, bersifat
obyektif dan rasional, intuitif dan subyektif.
Tujuan visi adalah untuk memudahkan proses
management strategic, dan hanya pada organi-
sasi pemerintahan yang telah menyatu dengan
visinya, maka pemimpin dapat mengembang-
kan strategi yang diperlukan untuk mewujud-
kan visi tersebut.

Kepemimpinan publik sebagai kepemim-
pinan birokrasi publik memegang peran sangat
strategis, karena berhasil tidaknya birokrasi
publik menjalankan tugas-tugas pelayanan
sangat ditentukan oleh kualitas pemimpinnya.
Oleh karena itu kedudukan pemimpin sangat
mendominasi semua aktivitas yang dilakukan
birokrasi. Pada konteks birokrasi publik yang
sangat paternalistik, di mana para staf (ba-
wahan) bekerja selalu tergantung kepada pe-
mimpin. Apabila pemimpin tidak memiliki
kemampuan kepemimpinan, maka tugas yang
sangat kompleks tidak dapat dikerjakan de-
ngan baik.

Pagon et al. (2008) menyatakan kepemim-
pinan membutuhkan kompetensi, yakni indi-
vidu (personal), kognitif (cognitive), fungsio-
nal (fuctional) dan sosial (social). Kompetensi
individu merupakan atribut yang melekat
kepada diri seseorang pemimpin. Kompetensi
individu misalnya pendidikan, memberikan
pengaruh yang kuat kepada kompetensi kogni-
tif. Kompetensi kognitif memberikan landa-
san penguasaan pengetahuan umum, hukum,
teori dan konsep. Kompetensi fungsional me-
rupakan penguasaan ketrampilan untuk pro-
blem solving dalam kegiatan sehari-hari.
Sementara kompetensi sosial merupakan ke-
butuhan untuk pembinaan hubungan dengan
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individu atau sosial. Kompetensi tersebut
harus dipadukan dengan karakter organisasi
antara lain visi, misi, value, dan tujuan.
Perpaduan kompetensi kepemim-pinan dan
karakter organisasi akan menghasilkan keber-
hasilan dalam perubahan (change manage-
ment).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian des-
kriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran
mendalam tentang permasalahan yang akan
diteliti. Lokasi penelitian ditetapkan kabupaten
Jember. Penelitian ini mengkaji tentang model
kepemimpinan dalam melaksanakan reformasi
birokrasi, apa peran seorang pemimpin dalam
menjalankan reformasi birokrasi, dan apa yang
menjadi faktor keberhasilan dan kegagalan-
nya. Peneliti memfokuskan pada masalah ini
karena reformasi birokrasi di kabupaten
Jember mengalami kegagalan meskipun kapa-
sitas dan kapabilitas keilmuan, moral, dan
wawasan seorang pemimpin terpenuhi. Pene-
liti mencoba mengetahui faktor-faktor apakah
penyebab kegagalan itu, apa peran pemimpin
yang seharusnya dan membangun model kepe-
mimpinan untuk terselenggaranya reformasi
birokrasi.

Hasil Penelitian

Pj. Bupati menyampaikan hal-hal berikut
ini,

“Keberhasilan suatu organisasi pemerintah-

an adalah karena adanya kekuatan sistem

organisasi itu sendiri, jadi sistem Kita

(pemerintahan) harus kuat. Kita harus kom-

pak, kerjasama yang baik melaksanakan

sesuai prosedur. Jangan sampai ada pejabat,
pimpinan dinas (Kadiknas/Kaban/ Kakan),
yang apriori, ego sektoral. Kita harus mem-
perhatikan dan berjalan sesuai sistem, tidak
bisa jalan sendiri-sendiri”. (Isi pidato Pj.

Bupati pada pengarahan eselon 2 pemkab

Jember).

Isi pidato Pj. Bupati ditegaskan lebih lanjut
oleh Sekkab Jember dalam wawancara di ru-
ang Sekkab pada tanggal 23 Mei 2011,

“Sebenarnya pemkab Jember telah melaku-

kan reformasi birokrasi sesuai dengan pera-
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turan yang berlaku. Namun demikian harus
jujur saya katakan, bahwa SDM PNS Pem-
kab Jember belum memadai untuk melak-
sanakannya. Banyak perda dan Perbup
yang mendorong dan mengarahkan pelak-
sanaan reformasi birokrasi, dalam tataran
pelaksanaannya ditandai egosektoral belum
adanya sinerjitas pelaksanaan. Seperti pro-
gram pelayanan satu atap, KTP murah
cepat-tepat, penguatan kelembagaan dan
pemberdayaan ekonomi pedesaan, pada
kenyataannya tidak berjalan sebagaimana
yang diharapkan.” (Wawancara dengan

Sekkab Jember, 23 Mei 2011)

Kegagalan reformasi birokrasi pemkab
Jember dan apa yang menjadi faktor penye-
babnya disampaikan oleh Dra. Cholifah, MSi,
sekretaris BakesbangPol Pemkab. Jember pada
wawancara tanggal 23 Mei 2011, menga-
takan;

“Reformasi Birokrasi di alam politik Pil-

kada Langsung sangat mustahil akan

berhasil. Karena reformasi birokrasi sangat
bergantung pada figur seorang pemimpin,
dan kalau seorang pemimpin dihasilkan
dengan biaya tinggi dalam proses pilkada-
nya, apa mereka tidak berusaha mengemba-
likan modalnya? Kalau itu yang terjadi,
jelas komitmen untuk melakukan reformasi
birokrasi hanya di atas kertas dan himbauan
semata” (Wawancara tanggal 23 Mei

2010).

Hal senada disampaikan oleh Drs. Edy
Purnomo, karyawan Dinas Sosial Pemkab.
Jember pada acara bincang-bincang peneliti
dengan Drs. Edy Purnomo, Budiono, ketua
Satgas Gugus Bencana Alam kab. Jember,
Syarif Hidayatulloh, Spd, Ketua Pondok
Pesantren Darussalam; Heri Purnomo SE,
MM; pegawai Kementrian Agama Kab.
Jember. Dan Sultonul Hakim, Kabag sebuah
perusahaan.

“Jember itu fenomena menarik, mungkin

satu-satunya kabupaten di Indonesia yang

tidak memiliki pilot dan copilot karena
mereka (bupati dan wakil bupati) dalam
tahanan. Kalau pemerintahan tanpa pemim-
pin definitif mana mungkin reformasi biro-
krasi dilaksanakan. Semua ini terjadi kare-
na high cost politic dalam proses pilkada.

Tingginya biaya (kendaraan partai, biaya
kampanye dan politik uang), menyebabkan
seorang calon terjerat pada pengusaha pe-
nyandang dana, yang tidak gratis. Proyek-
proyek dilaksanakan tidak transparan, dan
banyak dimenangkan oleh PT si penyan-
dang dana tersebut, terjadinya jual beli
penerimaan CPNS, dan juga untuk jabatan-
jabatan di pemkab Jember. Sehingga apa-
pun tentang pelayanan publik, selama itu
dianggap pundi-pundi, pasti ditransaksikan
seperti, KTP, perijinan usaha dan investasi,
dil. Inilah fakta senyatanya yang menye-
babkan awalnya elemen masyarakat gencar
melakukan demo turun ke jalan, namun
untuk sekarang ini tampaknya masyarakat
sudah apatis, apriori terhadap penyim-
pangan-penyimpangan itu, karena tetap
saja, tidak ada perubahan” (Wawancara
dengan kelompok masyarakat, 22 Mei
2011).

Pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa kepemim-
pinan yang mendorong proses reformasi
birokrasi ke arah pelayanan publik ternyata
mengalami kegagalan. Kegagalan itu ditandai
keluhan dan kekecewaan masyarakat, baik di
dalam lingkungan birokrasi dan masyarakat
umum. Hasil wawancara dengan sekkab, ese-
lon 2 dan 3, dan kelompok masyarakat
membuktikan hal itu. Di lingkungan birokrasi,
hampir 87% PNS menjawab cukup dan kurang
puas atas kepemimpinan di Jember. Masya-
rakat (LSM/Ormas/Tomas/Mahasiswa), lebih
dari 90% menjawab cukup dan kurang puas.

Kegagalan itu bukan sekedar faktor figur
seorang pemimpin, tapi sistem yang melahir-
kan kepemimpinan tidak mampu melahirkan
pemimpin yang diharapkan masyarakat. Ke-
pemimpinan yang nampak adalah cenderung
transaksional, baik dalam rekrutmen birokrat
(eselon), penerimaan CPNS, proyek pem-
bangunan, dan pelayanan publik lainnya.

Pelaksanaan prinsip good governance dan
pelayanan publik jauh dari harapan. Tatalak-
sana kepemerintahan jauh dari akuntabilitas,
transparansi, reponsibilitas, partisipatif, dan
law enforcement. Staf hanya dituntut menger-
jakan pekerjaan rutin sesuai prosedur yang



ditetapkan. Pelayanan publik berjalan lamban-
rumit-berbelit, dan ujungnya ditandai mahal-
nya harga layanan publik.

Gambar 5 hasil penelitian ini memperlihat-
kan bahwa seorang bupati memiliki ketergan-
tungan ekonomi dan politik kepada partai dan
penyandang dana. Artinya seorang bupati

Roda kepemerintahan yang demikian ini
dalam semua lininya akan ditandai dengan
transaksional, mulai dari dari top leader
sampai dengan masyarakat pengguna layanan
dan penerima program pembangunan. Sangat
bisa dimengerti mengapa good governance
dan layanan publik di kabupaten Jember tidak
dapat dilaksanakan secara optimal.

Pada sisi lain, tuntutan masyarakat akan
pelayanan publik yang berkualitas terus
berjalan. Masih tingginya tingkat keluhan
masyarakat pengguna jasa menunjukkan
bahwa pemerintah sebagai organisasi publik
masih belum sepenuhnya mampu menciptakan
sistem pelayanan yang akseptabel dimata
rakyat. Hal ini sedikit banyak membawa
dampak menurunnya kepercayaan publik
terhadap organisasi publik. Tentunya ini
mengharuskan pembenahan dalam manajemen
publik. Nunik (2001) mengatakan tingkat
kepercayaan masyarakat (public trust) kepada
organisasi publik mulai menurun. Pada ke-
banyakan organisasi publik masih sering
dijumpai fungsi pengaturan yang lebih do-
minan dibanding fungsi pelayanan.

Kepemimpinan merupakan fenomena sosial
yang berarti praktek kepemimpinan dipenga-
ruhi nilai-nilai (value-driven). Dalam pela-
yanan publik, nilai-nilai yang mendasari
seorang pemimpin transformasional bertindak
adalah customer satisfaction dan perjuangan
pada nilai sosial yang menjadi tanggung jawab
negara. Pengembangan berbagai sistem pela-
yanan publik diarahkan pada pemberian
pelayanan yang mudah, murah, tepat dan
sederhana. Dampak fenomena sosial tidak
hanya pada nilai yang dianut, namun juga
seorang pemimpin yang transformasional
haruslah percaya kepada orang lain dan
berani memberikan tantangan dan tanggung
jawab pada orang lain (empowerment).
Seorang pemimpin harus mampu menum-
buhkan kreativitas dan tidak mematikan ber-
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tidak memiliki kebebasan dalam mengambil
pilihan kebijakan dalam menjalankan roda
kepemerintahan. Penetapan seorang birokrat
(sekda, eselon 2, dan camat) terlibat campur
tangan penyandang dana dan partai dan
penetapannya selalu bersifat transaksional.

bagai strategi yang dikembangkan bawahan
berdasarkan kompetensi teknis yang mereka
kuasai.

Pelaksanaan pelayanan publik itu menye-
babkan masyarakat ‘enggan’ berurusan de-
ngan birokrasi. Beberapa implikasi negatif
seperti dari aspek politis, terjadi penurunan
tingkat kepercayaan dan dukungan masyarakat
terhadap aparat pemerintah; dari aspek finan-
sial, dapat menurunkan PAD karena masyara-
kat tidak termotivasi untuk taat dan patuh pada
kebijakan pemerintah.

Pemimpim dalam berbagai strata piramida
suatu organisasi publik harus memberikan
dukungan dan komitmennya kepada bawahan
yang selalu mengabdi atau berdedikasi dalam
pemberian pelayanan publik dan dukungan
serta komitmennya kepada para pengguna atau
penerima pelayanan publik. Pelayanan publik
diperlukan norma tentang kebenaran, peme-
nuhan janji kepada publik, dan adil dalam
memberikan pelayanan.

Lemahnya pelayanan publik di kabupeten
Jember tidak terlepas dari lemahnya sistem
nilai dan kepemimpinan. Kecenderungan prak-
tik KKN vyang lazim dilakukan mengindi-
kasikan betapa lemahnya sistem nilai yang
dianut dalam hubungannya dengan pekerjaan.
Tidak ada satu pun organisasi yang eksis tanpa
ada nilai yang secara kuat mendasarinya.
Nilai-nilai tersebut perlu dibangun dan dikem-
bangkan.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabu-
paten Jember

Pengamatan terhadap penerapan tata peme-
rintahan yang baik (good governance) di
lingkungan instansi pemerintah kabupaten
Jember, tidak memperlihatkan sebagaimana
yang diharapkan, karena bupati dan wakilnya
sekarang dalam posisi sebagai tahanan karena
menyalahgunakan APBD. Sementara itu, Pj
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Bupati tidak berani mengambil kebijakan
strategis dan hanya menjalankan kebijakan
yang telah ada (wawancara dengan Sekkab, 23
Mei 2011).

Hasil wawancara dengan informan dipero-
leh informasi sebagai berikut; (1) di kabupaten
Jember ditandai masih tingginya praktik KKN
di birokrasi, misalnya adanya manipulasi
pajak, pungutan liar, manipulasi tanah, pe-
nggelapan uang negara, pemalsuan dokumen,
pembayaran fiktif, penggelembungan nilai
kontrak (mark-up), uang komisi, penundaan
pembayaran kepada rekanan, kelebihan/pemo-
tongan pembayaran, defisit biaya, berjalannya
proses pelelangan (tender) secara tidak fair.
(2) kurang terciptanya sistem kelembagaan
dan ketatalaksanaan pemerintahan yang baik,
bersih dan berwibawa, efisien, efektif, trans-
paran, profesional, dan akuntabel, ditandai
kelembagaan/ketatalaksanaan ~ yang  tidak
efektif, gemuk, dan lamban, hubungan tinggi-
nya ego sektoral, administrasi pemerintahan
dan kearsipan yang kurang berkualitas, serta
hasil kerja organisasi dan prestasi pegawai
rendah; (3) banyaknya peraturan perundang-
undangan yang tumpang tindih; (4) rendahnya
partisipasi masyarakat dalam pengambilan
kebijakan publik, forum konsultasi publik,
pemberantasan korupsi, dan pemberian peng-
hargaan atas kepedulian masyarakat.

Dari data lapangan tentang penempatan
jabatan birokrasi, lebih dari 79 % PNS kurang
puas atas penempatan jabatan birokrasi di
Pemkab Jember, dan hanya 21% yang menya-
takan puas. Hasil wawancara diperoleh infor-
masi ketidak puasan lebih disebabkan adanya
transaksi pada level jabatan tertentu. Dalam
melaksanakan tupoksinya 49% menyatakan
telah jelas, dan 51% menyatakan cukup dan
kurang puas. Sementara itu, hanya 18% PNS
menyatakan baik dalam proses partisipasi
dalam perumusan kebijakan program, dan
82% menyatakan cukup dan kurang terlibat
dalam perumusan kebijakan program tersebut.

Penegakan aturan ini, 37% PNS menyata-
kan baik, sementara 63% menyatakan cukup
dan kurang puas. Sedangkan tentang akunta-
bilitas dan transparan penyelenggaraan suatu
pemerintahan, didapat informasi 16% menya-
takan pemerintah Jember telah akuntabel,

sementara 84% menyatakan cukup dan kurang
akuntabel. Informasi yang sama diperoleh
untuk pelaksanaan transparansi di Pemkab
Jember. Informasi di atas memperlihatkan
bahwa PNS di pemkab Jember secara dominan
menyatakan cukup dan kurang puas atas
kepemimpinan.

Temuan Penelitian

Data lapangan memperlihatkan bahwa 46
dari 55 informan tentang penempatan jabatan
birokrasi, informan menjawab cukup dan
kurang, artinya bahwa lebih dari 79 % PNS
kurang puas atas penempatan jabatan birokrasi
di Pemkab Jember, dan hanya 21% yang
menyatakan puas. Sedangkan apa yang men-
jadi tugas dan kewenangan PNS dalam melak-
sanakan tupoksinya 49% menyatakan telah
jelas, dan 51% menyatakan cukup dan kurang
puas. Hanya 18% PNS menyatakan baik
dalam proses partisipasi dalam perumusan
kebijakan program, dan 82% menyatakan
cukup dan kurang terlibat dalam perumusan
kebijakan program tersebut.

Agar reformasi birokrasi berjalan dengan
baik harus ada penegakan aturan dalam pe-
laksanaannya, 37% PNS menyatakan baik,
sementara 63% menyatakan cukup dan Ku-
rang. Untuk memperlihatkan amanahnya suatu
pemerintahan dapat dilihat pada akuntabilitas
dan transparan penyelenggaraan suatu peme-
rintahan, data lapangan menginformasikan
bahwa, 16% yang menyatakan bahwa peme-
rintah Jember telah akuntabel, sementara 84%
menyatakan cukup dan kurang akuntabel.
Informasi yang sama diperoleh untuk pelak-
sanaan transparansi. Data diatas menjelaskan
bahwa reformasi birokrasi di Pemkab Jember
tidak efektif berjalan.

Tentang kepemimpinan, data lapangan
menginformasikan bahwa 12% masyarakat
dapat menerima dengan baik kepemimpinan di
Pemkab Jember, sedangkan 88% menyatakan
cukup dan kurang baik. Kemampuan pemim-
pin dalam memimpin PNS ternyata hanya 3%
masyarakat yang menilai mampu, sedangkan
97% menyatakan cukup dan kurang mampu.
Dari aspek moralitas, hanya 8% masyarakat
yang menilai baik, sedangkan 92% masyarakat



menyatakan kualitas moral pemimpin cukup
dan kurang bermoral. Adapun tentang ke-
mauan dan kemampuan pemimpin merakyat,
14% masyarakat menyatakan bahwa pemim-
pin di Jember merakyat, sedangkan 86%
menyatakan bahwa pemimpin di Jember
cukup dan kurang merakyat.

Implikasi Teoretik

Seorang pemimpin publik harus mampu
melihat kehadiran dirinya dalam konteks yang
luas dan dasar nilai-nilai yang dianut serta
merupakan acuan hidup dan kehidupan
masyarakat bangsanya. Pada tataran tertentu,
ia harus dapat menangkap makna kehadiran-
nya sebagai bagian dari sistem administrasi
negara yang mendeterminasikan kompleksitas
struktur dan dinamika proses kelembagaan
masyarakat negara dan bangsa serta dalam
hubungan antar bangsa, yang hakikinya meru-
pakan wahana perjuangan bangsa dalam me-
wujudkan tujuan negara.

Era Reformasi sekarang ini pelaksanaan
check and balances harus dikembangkan.
Untuk mengurangi kekuasaan pilkada secara
langsung, dalam beberapa kasus kinerja para
pemimpin belum sesuai harapan. Penyebab-
nya, tidak semua pemimpin yang mencalon-
kan memiliki standar kualifikasi dan kompe-
tensi yang dipersyaratkan, tetapi lebih pada
dukungan politik. Bagi pemimpin masyarakat,
berbagai rekayasa sosial hendaknya ditingkat-
kan untuk membangun sebuah masyarakat
madani yang lebih mandiri dan tidak ter-
gantung kepada pemerintah. Partai politik dan
berbagai kelompok penekan, hendaknya dapat
menjadi fasilitator bagi pengembangan masya-
rakat madani. Partai politik mestinya tidak
semata-mata dijadikan medium bagi mobilitas
vertikal para aktivisnya, melainkan sungguh
didorong untuk mengembangkan dua fungsi
utamanya, yaitu inputs berupa artikulasi dan
agregasi kepentingan, sosialisasi dan pendi-
dikan politik rakyat, dan fungsi outputs-nya
berupa keterlibatan dalam pembuatan kepu-
tusan serta pengawasan pelaksanaan kebi-
jakan.

Tampaknya peran partai politik masih jauh
dari fungsi tersebut, dan tertinggal di belakang
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ketimbang Kelompok Penekan ataupun organi-
sasi kepentingan yang ada dalam masyarakat.
Warren Bennis (1997: 251), menyatakan
tantangan pemimpin publik adalah kemam-
puannya untuk mengembangkan arsitektur
sosial organisasi mereka, sehingga memiliki
kemampuan menciptakan modal intelektual.
Menurut Joy McFarland (2002: 34-35), pada
era sekarang kepemimpinan diibaratkan seba-
gai mata uang. Perlu memulai suatu kampanye
kepemimpinan dalam rangka pemberdayaan
orang-orang dalam rangka membuat perbeda-
an. Dalam masa sekarang, administrasi publik
juga dihadapkan pada kebutuhan yang
mendesak akan berbagai strategi yang jelas,
karena kalau tidak memiliki visi yang jelas
mengenai cara menampilkan diri secara unik
dan berbeda dari yang lain, akan ditelan
hidup-hidup oleh persaingan yang makin
sengit.

Dalam arena kepemimpinan, karakter me-
miliki nilai. Misi mulia seorang pemimpin
tidak boleh dijadikan alasan untuk menghalal-
kan segala cara. Oleh karena itu menurut
Bennis (2000:23), pemimpin harus memiliki
integritas, yaitu: pengenalan diri, ketulusan,
dan kedewasaan. Kepemimpinan yang memi-
liki resonansi menurut Goleman, R. Boyatzis
dan Annie McKee (2006) adalah kepemim-
pinan yang cerdas secara emosi yang mampu
menguatkan dan memperpanjang gema nada
dan dampak emosi kepemimpinannya masuk
dalam seluruh kalbu anggota organisasi.

Paradigma baru kepemimpinan dengan
demikian, menuntut transformasi yang me-
nyentuh berbagai dimensi kepemimpinan.
Dalam kaitan ini, Warren Bennis (dalam
Shelton, 2002: 11), menyatakan bahwa para
pemimpin hanya mungkin dapat bertahan di
era sekarang ini, jika mereka berkembang
seiring perubahan waktu. Sekarang ini,
menuntut paradigma kepemimpinan baru,
yang mengikuti puncak perubahan, bukan
terombang-ambing dalam perubahan. Manz
dan P. Sims, Jr (dalam Basuki, 2006: 14),
menambahkan bahwa kepemimpinan super
(Super-leadership) bukanlah tipe mereka yang
“memerintah, karismatis, dan penguat tu-
nggal”, mereka adalah pemimpin yang mem-
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bantu pengikutnya menjadi pemimpin bagi diri
sendiri.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan
sebagai berikut;

1. Model kepemimpinan secara teoretik yang
mampu dan efektif melaksanakan refor-
masi birokrasi tentu harus kepemimpinan
berbasis layanan publik. Kepemimpinan
berbasis layanan publik itu ditandai de-
ngan karakter sebagai berikut; 1. Visioner,
2. Keteladanan, 3. Kemampuan bersosial,
4. Kecerdasan multikultural, 5. Kecerdasan
spiritual, 6. Afiliatif, 7. Partisipatif dan
demokratis. Naman kualitas kepemim-
pinan di atas akan mubazir bilamana
proses politik masih ditandai dengan
tingginya biaya ekonomi pilkada yang
menciptakan  ketergantungan ekonomi
politik.

2. Peran pemimpin, di kabupaten Jember
sebenarnya ada kemauan kuat bahwa
kepemimpinan di kabupaten Jember untuk
melaksanakan reformasi birokrasi terlihat
dari produk perda dan perbup tentang
penguatan kelembagaan, pemberdayaan
masyarakan — pengentasan kemiskinan,
dan pelayanan publik.

3. Faktor-faktor kegagalan dalam pelaksana-
an reformasi birokrasi karena di kabupaten
Jember ditandai masih tingginya praktik
KKN di birokrasi yang ditunjukkan oleh
adanya manipulasi pajak, pungutan liar,
manipulasi tanah, penggelapan uang nega-
ra, pemalsuan dokumen, pembayaran
fiktif, penggelembungan nilai kontrak
(mark-up), uang komisi, penundaan pem-
bayaran kepada rekanan.

4. Dimensi-dimensi  kepemimpinan  dari
Pagon asumsinya dari kondisi lingkungan
dan budaya organisasi yang sehat dan kuat.
Namun demikian kualitas kepemimpinan
yang ditawarkan oleh Pagon itu akan tidak
bermakna bila sistem rekrutmen kepe-
mimpinan ditandai dengan kuatnya budaya
transaksional dan kepentingan politik.
Secara teoritik, konsep dari Pagon harus
ditambahkan indikator lingkungan rekrut-

men bebas dari budaya transaksional dan
kepentingan politik.
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